REPUBLIK INDONESIA

No.1023, 2020 LKPP. Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Perubahan.
PERATURAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
HASIL EVALUASI JABATAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah serta untuk menindaklanjuti hasil evaluasi
jabatan untuk memperoleh nilai jabatan (job value) dan
kelas jabatan (job class) bagi kelas jabatan Auditor dan
Widyaiswara di Lembaga  Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, perlu menyempurnakan
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;
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Mengingat

Menetapkan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 314);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA  KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN
2012 TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
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Pasal 1
Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hasil Evaluasi Jabatan di
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hasil Evaluasi Jabatan di
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 603),
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Lembaga ini.

Pasal 2
Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan
Lampiran II Keputusan ini dibayarkan terhitung sejak

pejabat/pegawai diangkat ke dalam jabatan tersebut.

Pasal 3
Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN I
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PERATURAN LEMBAGA  KEBIJAKAN

PENGADAAN

BARANG/JASA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN

KEPALA LEMBAGA

PENGADAAN

KEBIJAKAN
BARANG /JASA

PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG /JASA PEMERINTAH

No NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN
1 2 4
1 Sekretaris Utama 16
Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata

2 15
Laksana

3 Kepala Bagian Program dan Anggaran 12

+ Kepala Subbagian Program 9

5 Kepala Subbagian Anggaran 9

6 Kepala Bagian Evaluasi, Pengendalian dan 14
Pelaporan

7 Kepala Subbagian Evaluasi, Pengendalian dan °
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja I

8 Kepala Subbagian Evaluasi, Pengendalian dan °
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja II

9 Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana 12

10 | Kepala Subbagian Organisasi 9
11 Kepala Subbagian Tata Laksana 9
12 | Kepala Biro Umum dan Keuangan 15

Kepala Bagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang
an Milik Negara -

www.peraturan.go.id



